
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
NOMOR  3  TAHUN  2008 

 
TENTANG  

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG TERTIB PEMANFAATAN JALAN  
DAN PENGENDALIAN MUATAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
Menimbang     : a   bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 

Tahun 2002 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian 
Muatan telah dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 242 Tahun 2004 karena bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi;  

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 
Tahun 2002 dimaksud telah dihentikan pelaksanaannya sejak tanggal 
19 Januari 2005 dengan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah 
Nomor 2 Tahun 2005 ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 
Tahun 2002 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian 
Muatan;  

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah 
Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1622);   

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 
4048) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3480); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4584);  

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

dan 
 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2002 
TENTANG TERTIB PEMANFAATAN JALAN DAN PENGENDALIAN 
MUATAN. 

  
 

Pasal 1 
 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2002  
tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Muatan (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2002 Nomor 12 Seri E)  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
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     Pasal 2  
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.   

 
 

Ditetapkan  di Palangka Raya 
pada tanggal  25 Maret 2008  

 
  GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 
         cap/ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG 
Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal  26 Maret 2008 
 
        SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
  
    cap/ttd 
 
          THAMPUNAH SINSENG 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR  3 
 


